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BAB 1   
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan langkah nyata 
pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam UUD 
Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa pemerintahan daerah, yang 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah 
menjadi pilar berjalannya hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia saat ini. Pada Pasal 1 angka 
8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
dijelaskan pengertian desentralisasi, yaitu Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi 
Desentralisasi merupakan langkah perpanjangan tangan pemerintahan dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan 
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pemerintahan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi dan dapat dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat.  
 Sementara otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dalam sistem Negara 
Republik Indonesia (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). 
Pemberian wewenang pemerintah yang disebut delegation of authority bermakna 
penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, sehingga 
pemerintah pusat menyerahkan kendali kepada pemegang otonom semua beralih 
menjadi tanggung jawab daerah otonom, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
undang-undang dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat. 
Desentralisasi merujuk hingga sistem kepemerintahan terkecil. Desa 
merupakan bagian dari instansi pemerintahan yang terkecil. Desa memiliki hak 
asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat. 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Angka 
1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Serta, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diharapkan pemberian 
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kebebasan bagi desa untuk mengatur segala kebutuhannya dapat menciptakan 
desa yang mandiri dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. 
Terdapat 4 prioritas pembangunan desa antara lain (i) Pengembangan produk 
unggulan desa (ii) Pengembangan akses pasar (iii) Pembangunan embung, (iv) 
Pembangunan sarana olah raga desa.  
  Kusni (2007) menyampaikan bahwa dalam mewujudkan prioritas 
pembangunan desa harus didukung dengan pengelolaan keuangan desa yang 
selaras, dan berdasar pada kepentingan rakyat. Pemerintah melalui Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa 
menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban desa tersebut. Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Desa, 
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan 
pengawasan keuangan desa. Seluruh pengelolaan keuangan bersumber pada 
pendapatan desa. Pendapatan desa sebagaimana tertera pada pasal 4 Angka 3 
bersumber pada (i) Pendapatan Asli Desa (PADesa) (ii) Bagi Hasil Pajak 
Kabupaten/Kota (iii) Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota (iv) Alokasi Dana 
Desa (v) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten dan Desa lainnya (vi) Hibah (vii) Sumbangan Pihak Ketiga.  
Dalam menjalankan operasional pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan 
peraturan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
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Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki asas-asas diantaranya  
(1) Asas transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang 
pengelolaan keuangan desa (2) Asas akuntable yaitu prinsip setiap kegiatan dan 
hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Asas partisipatif yaitu 
prinsip yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa 
dalam tata kelola keuangan desa (4) Asas tertib dan disiplin anggaran yaitu prinsip 
bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung 
dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Dalam berjalannya keuangan desa yang mandiri diharapkan pemerintah desa 
dan warganya dapat berperan aktif memberikan sumbangsih dalam menggerakkan 
pembangunan desa kearah yang lebih baik Akan tetapi dalam pelaksanaannya, 
masyarakat desa maupun perangkat desa mengalami situasi yang dilematis karena 
kurang responsifnya masyarakat terhadap kebutuhan desa, sumber daya manusia 
yang belum siap, akuntabilitas laporan yang rendah, singkronasi regulasi antara 
pusat dan daerah menjadikan perbedaan persepsi , teknis kegiatan,  hingga 
kecurangan-kecurungan beberapa pihak yang menjadikan Keuangan Desa menjadi 
sumber Kecurangan baru yang turut memperkeruh penyelenggaraan desa mandiri.  
Pada tahun 2016 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur 
menetapkan seorang tersangka dalam kasus pemotongan dana desa di Kabupaten 
Sampang, Jawa Timur. Tersangkanya adalah Kepala Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang yang melakukan 
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pemotongan Alokasi Dana Desa mencapai lebih dari 1,5 Miliar, ditangkapnya 
tersangka melalui Operasi Tangkap Tangan oleh Satgas Saber Pungli Polda jatim. 
Hal ini menjadi bukti bahwa proteksi pelaksanaan belum kuat. Hal ini serupa 
dengan yang terjadi di Purworejo pada tahun 2017 sebanyak 14 kepala desa 
tersangkut kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD). Laporan penyelewengan 
berupa markup harga dan kuantitas, Bupati Purworejo menyampaikan bahwa 
bimbingan kepada kepala desa harus dilakukan karena di haruskan mengelola 
dana yang besar. 
Bentuk proteksi pemerintah Indonesia saat ini melalui pengenalan konsep 
perbaikan birokrasi Open Government. OEDC (2016) menyampaikan bahwa 
selama lebih dari 10 tahun terakhir, Indonesia telah mengupayakan kemajuan 
yang luar biasa dalam mendorong pembuatan kebijakan yang transparan dan 
inklusif, serta mendorong keterlibatan aktif dari warga negara. Sebagai salah satu 
pendiri Open Government Partnership (OGP) dan anggota terkemuka ASEAN 
dengan ekonomi terbesar, Indonesia telah menunjukkan ketertarikan untuk 
memainkan peran utama dalam menyebarkan prinsip- prinsip dan praktik-praktik 
open government (keterbukaan pemerintah) ke seluruh dunia, dengan perhatian 
utama pada Asia Tenggara.  
Open Government diamanahkan pertama kali oleh UU No.14 Tahun 2008 
mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No.25 Tahun 2009 
mengenai Pelayanan Publik. Hal ini pun senada dengan dituangkannya pemikiran 
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Program NawaCita yang saat ini 
menjadi dasar berjalannya proses kepemerintahan. Suatu bentuk nyata komitmen 
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pemerintah untuk memperbaiki sistim penyampaian informasi kepada publik. 
Utamanya dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih, efektif, 
demoktratis dan terpercaya. Dengan rekomendasi pelaksanaan operasional 
berfokus pada (i) Partisipasi Publik yang Efektif (ii) Transparansi dan 
Akuntanbilitas (iii) Open Data (iv) Pembukaan Akses dan Penggunaan Informasi 
Publik (iv) Akses dan Kemudahan (v) Kolaborasi dan Korelasi (vi) Inklusivitas.  
OECD (2016:2) Indonesia menjadi lead chair atas pengkoordinasian Open 
Government di Dunia, Indonesia berfokus untuk pelaksanaan pada aspek 
kepemerintahan terkecil. Diharapkan dari konsep Open Government dapat 
memberikan proteksi bagi pelaksanaan operasional dimulai dari aktivitas 
Perencanaan hingga proses pertanggung jawaban kegiatan. Dalam publikasi 
Proyeksi Penduduk Indonesia oleh Bappenas (2017) terdapat penjelasan bahwa 
terdapat 403 Kabupaten 94 Kota di Indonesia dan 76.632 Desa. Pada April 2016 
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kemenpan dan RB) menjadikan Pemerintah Bojonegoro sebagai pilot project 
pelaksanaan Open Government. Kabupaten Bojonegoro dipandang memiliki 
penyelenggaraan kinerja yang menonjol dan ditunjukkan oleh prestasi bojonegoro 
ketika KemenPAN dan RB melangsungkan Ajang TOP 99 Inovasi Pelayanan 
Publik, Kabupaten Bojonegoro memperoleh tiga penghargaan sekaligus. 
Kabupaten Bojonegoro memiliki 421 Desa, desa terbaik yang melakukan 
penyelenggaraan Open Goverment adalah Desa Penjambon yang disahkan oleh 
pemerintah bojonegoro dalam penganugrahan PPID Jawa Timur. 
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Pengelolaan keuangan Desa Pejambon didasarkan pada asas-asas  yang 
ditetapkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 salah satu perwujudannya 
dengan dimilikinya website www.pejambon-bjn.desa.id  merupakan salah satu alat 
untuk memuat informasi mengenai profil, seluruh potensi desa yang diharapkan 
mempermudah masyarakat desa dan pihak lain  dalam mencari informasi-
informasi yang dibutuhkan mengenai desa, program-program desa, foto-foto 
kegiatan desa, pengumuman desa, sehingga mempermudah interaksi masyarakat 
desa dengan perangkat desa, hingga pengelolaan alokasi dana desa yang 
diwujudkan Laporan Keuangan Desa. Adanya website tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan 
meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan desa. 
Roesielita, Sulindawati, dan Sinarwati (2017) melakukan penelitian 
mengenai pengelolaan dana desa dengan pengimplementasian Good Governance 
pada Desa Telaga, dengan hasil penelitian yang menujukkan bahwa (1) 
pengelolaan Dana Desa Telaga secara secara keseluruhan telah dilakukan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku, namun pertanggungjawaban APB Desa kepada 
masyarakat hanya secara lisan melalui suatu forum diskusi yang diadakan oleh 
Pemerintah Desa Telaga; dan (2) prinsip- prinsip Good Governance pada 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telaga sudah diterapkan 
cukup baik oleh pemerintah desa Telaga meskipun masih ada prinsip yang belum 
diterapkan secara optimal, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas.  
Fitria (2016) turut meneliti mengenai implementasi pengelolaan keuangan 
desa dalam penggunaan dan pelaporan dana desa pada Desa Panggungharjo 
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Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa 
Panggungharjo telah melaksanakan penggunaan dan pelaporan Dana Desa secara 
baik karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat 
beberapa potensi masalah, termasuk potensi masalah fraud, yang dapat muncul. 
Pemerintah Desa juga telah mengambil beberapa langkah keputusan strategik 
dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan Dana Desa. 
Permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian yakni mengenai 
pelaksanaan pengelolaan keuangan yang belum sesuai dengan asas-asas yang 
telah ditetapkan baik oleh Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan dari 
proses penganggaran hingga pertanggung jawaban, menjadikan informasi 
pengelolaan keuangan tidak dapat tersampaikan secara jelas, lengkap dan 
terperinci kepada masyarakat luas, yang kemudian menurunkan kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah, dan menyebabkan sifat acuh pada pelaksanaan 
pengelolaan keuangan. Meneliti dengan konsep Open Goverment menjadi penting 
karena pembaharuan yang dibawa oleh konsep ini penting untuk diketahui seluruh 
pihak. Sehingga baik penyelenggara kepemerintahan, warga, dan masyarakat luas 
dapat saling memberikan sumbangsih untuk kemajuan bersama. Diharapkan dari 
temuan-temuan yang diperoleh dapat bermanfaat bagi Desa lain dalam melakukan 
pengelolan Keuangan Desa. Hal ini dituangkan dalam penulisan skripsi ini yang 
berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Prinsip Open 
Goverment (Studi Kasus: Desa Penjambon Kabupaten Bojonegoro)”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
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1. Bagaimana penerapan prinsip Open Government dalam Pengelolaan 
Keuangan Desa di Desa Pejambon? 
2. Apa kendala yang dihadapi Desa Pejambon dalam Pengelolaan Keuangan 
Desa dengan prinsip Open Goverment? 
3. Bagaimana strategi pengembangan konsep Open Government di Desa 
Pejambon? 
1.3 Tujuan  
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan: 
1. Mengetahui penerapan prinsip Open Government dalam Pengelolaan 
Keuangan Desa di Desa Pejambon 
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Desa Pejambon dalam menerapkan 
prinsip Open Government 
3. Mengetahui strategi pengembangan konsep Open Government di Desa 
Pejambon 
1.4 Manfaat  
a. Manfaaat Teoritis 
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat 
luas tentang praktik nyata Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa yang 
telah menerapkan prinsip Open Goverment.  
b. Manfaat Praktis 
Diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selajutnya, maupun 
bagi Desa lain yang ingin mengembangkan konsep Open Government. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
BAB I – Pendahuluan 
Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat 
penelitian serta sistematika penelitian. 
BAB II – Telaah Pustaka 
Pada bab ini berisi kajian-kajian pustaka penelitian sebelumnya dan 
pembahasan dasar teori penulisan penelitian yang mendasari penelitian, kajian 
pustaka, sistem dari literature dari objek penelitian 
BAB III –Metode Penelitian 
Pada bab ini berisi metode dalam penelitian mengenai teknik-teknik dalam 
pengumpulan data, sumber data, jenis, analisis, pengolahan data, serta metode 
penelitian. 
BAB IV – Hasil dan Pembahasan 
Pada bab ini berisi pembahasan dan analisis terkait data yang sudah 
didapatkan. Bab ini menyajikan hasil penelitian yang di dalamnya membahas 
objek penelitian dan hasil analisis data. 
BAB V – Penutup 
Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran penulis terhadap penelitian saat ini 
untuk penelitian selanjutnya.  
